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Isu Kunci 

1) Tingginya alih fungsi lahan basah di pesisir Jakarta, 

2) Terjadinya peningkatan intensitas bencana banjir rob akibat kerusakan ekologi, 

3) Perlunya alokasi ekonomi yang optimal dalam pelestarian ekosistem lahan basah. 

 

Ringkasan 

Pembangunan pesisir yang lestari ditandai dengan pengelolaan ekosistem lahan basah yang optimal. Namun, 

masalah yang saat ini terjadi di pesisir Daerah Khusus Jakarta (DKJ) adalah: (1) beralihnya pemanfaatan dan 

tutupan ekosistem lahan basah menjadi pemukiman dan lokasi industri/perdagangan, (2) frekuensi kejadian 

bencana pesisir yang terus menerus melanda, serta (3) alokasi anggaran untuk pelestarian ekosistem lahan 

basah DKI Jakarta cenderung belum seimbang dengan kebutuhannya. Diperlukan suatu pendekatan konsep 

ekonomi spasial sebagai strategi pengambilan kebijakan yang baik untuk mencapai pembangunan pesisir DKJ 

yang lestari. Konsep ini memainkan peran penting melalui: (1) analisis optimalisasi alokasi pemanfaatan 

wilayah ekosistem lahan basah melalui valuasi ekonomi, (2) dukungan data dan informasi yang berbasis bukti, 

serta (3) mendorong partisipasi masyarakat setempat dalam upaya pelestarian ekosistem lahan basah. 

Pemanfaatan konsep ekonomi spasial dapat mendorong perumusan kebijakan yang lebih efektif, alokasi 

anggaran yang tepat sasaran, serta mendukung perencanaan tata ruang pesisir DKJ yang lestari. 

Kata kunci:  Kebijakan, ekosisem, lahan basah, ekonomi spasial 
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Pendahuluan 

Kebijakan terkait pengelolaan pesisir 

seringkali menimbulkan konflik antara pihak swasta 

ataupun masyarakat pesisir setempat akibat 

berbagai hal. Konflik ini berkembang menjadi isu 

strategis nasional karena tiga alasan utama: (a) 

masyarakat sangat bergantung pada sumber daya 

pesisir, (b) mayoritas masyarakat pesisir termasuk 

kelompok termiskin di Indonesia, dan (c) tingginya 

tingkat eksploitasi yang mengancam keberlanjutan 

serta sumber daya kehidupan mereka 

(Kusumastanto, 2004). Diperlukan pendekatan 

holistik yang mempertimbangkan keseimbangan 

antara faktor ekonomi dengan ekologi serta sosial 

dalam melakukan penyusunan serta analisis 

kebijakan. Keseimbangan ekologi dan sosial dapat 

dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya 

ekosistem lahan basah sebagai bagian integral dari 

ekosistem pesisir yang hasilnya dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat secara luas. Ekosistem lahan basah 

terdiri dari ekosistem alami dengan jenis bakau, 

gambut, rawa, danau, serta ekosistem buatan 

dengan jenis tambak, taman, waduk, serta kolam 

(Keppres No. 48/1991). Perlindungan serta restorasi 

ekosistem lahan basah adalah langkah-langkah 

penting untuk mendukung keberlanjutan wilayah 

pesisir.  

Tradisi kebijakan publik di negara 

berkembang, khususnya Indonesia dan Daerah 

Khusus Jakarta (DKJ) selama ini memang berpusat 

pada pertumbuhan ekonomi. Namun, situasi global 

yang terus berubah menuntut pergeseran fokus 

kebijakan. Kerusakan sumber daya alam yang kian 

parah mendesak terciptanya kebijakan yang lebih 

berkelanjutan. Kebijakan pembangunan wilayah 

pesisir DKJ yang lestari tidak hanya berfokus pada 

pembangunan infrastruktur yang dapat 

memberikan manfaat ekonomi secara materil. 

Diperlukan juga perhatian lebih lanjut terhadap 

fungsi ekosistem lahan basah yang dapat 

memberikan berbagai manfaat baik langsung 

maupun tidak langsung. Masalah pengelolaan lahan 

basah dapat terlihat dari dampak lingkungan yang 

terjadi di pesisir DKJ antara lain: luasan ekosistem 

hutan bakau yang terhitung kecil yaitu sebesar 

126,13Ha, hasil produksi perikanan budidaya dan 

tambak yang terus menurun (BPS, 2020), hingga 

frekuensi kejadian banjir rob yang tidak kunjung 

usai (BPBD DKI Jakarta, 2024).  Melalui perhitungan 

nilai ekonomi total di Taman Wisata Alam Angke, 

Kapuk. Didapatkan nilai estimasi ekosistem hutan 

bakau sebesar Rp. 179.759.573/ha/tahun 

(Chairunnisa et al, 2023). Kondisi ini menimbulkan 

pertanyaan riset yaitu bagaimana strategi 

pengelolaan ekosistem lahan basah secara 

berkelanjutan sebagai indikator utama 

pembangunan pesisir yang lestari. Dalam 

penetapan kebijakan, terutama yang berkaitan 

dengan kepentingan ekonomi, dibutuhkan 

objektivitas ilmiah (scientific objectivity) 

(Kusumastanto, 2003).  Penerapan metode 

ekonomi berbasis spasial dalam menunjang 

objektivitas sangat diperlukan. Peran penting 

spasial yang mampu menganalisis perubahan 

penggunaan dan tutupan lahan secara temporal 

dikaitkan dengan tren nilai ekonomi dan investasi 

dari aktivitas pesisir mampu diterapkan sebagai 

strategi monitoring dan evaluasi kebijakan serta 

efektif dari aktivitas penerapan kebijakan tersebut.  

Kebijakan Ekonomi Kelautan 

Berbasis Spasial  

Pesisir memainkan peran vital dalam menjaga 

keseimbangan hidrobiologis sekaligus mendukung 

aktivitas ekonomi yang signifikan, khususnya dalam 

sektor kelautan dan perikanan. Namun, kebijakan 

pemerintah seringkali terhambat oleh keterbatasan 

data dan kebutuhan akan solusi cepat dan murah. 

Pendekatan analisis ekonomi berbasis spasial, yang 

mampu memetakan dinamika aktivitas pesisir 

secara geografis dan ekonomis, menawarkan solusi 

untuk mendukung perencanaan kebijakan yang 

tepat. Metode ini mengidentifikasi sebaran aktivitas 

ekonomi di berbagai wilayah pesisir, termasuk 

lokasi optimal bagi industri, pekerja, dan konsumen, 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas, 

menciptakan lapangan kerja baru, dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Lin 

& Rauch, 2022). 

 Tabel 1 menampilkan data pengamatan 

spasial dari 2004 hingga 2024 menunjukkan 
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peralihan Land Use/Land Cover (LULC) pada 

ekosistem lahan basah dengan luas estimasi 

sebesar 401,28 ha, yang mayoritas berubah dari 

rawa dan tambak menjadi lahan terbangun untuk 

pemukiman dan industri. Perubahan ini 

memberikan dampak ekonomi langsung melalui 

peningkatan aktivitas komersial, namun 

mengorbankan fungsi ekosistem yang berperan 

sebagai penyangga lingkungan pesisir. Misalnya, 

tambak dan rawa yang beralih fungsi menghasilkan 

keuntungan ekonomi jangka pendek, namun nilai 

ekonomi jangka panjang dari ekosistem seperti 

hutan bakau yang berpotensi mendukung 

pariwisata dan perikanan justru berkurang. Tabel 1. 

Tabel 1 Perubahan LULC Ekosistem Lahan Basah di 

Pesisir DKJ 2004-2024 

Kecamatan Perubahan Ekosistem 
Lahan Basah 

Luasan 
(Ha) 

Dari Menjadi 

Penjaringan 

Rawa 
Lahan 
Terbangun 

176.3 

Tambak 
Lahan 
Terbangun 

66.1 

Laut 
Hutan 
Bakau 

4 

Pademangan Rawa 
Lahan 
Terbangun 

58.8 

Tanjung Priok Rawa 
Lahan 
Terbangun 

22 

Cilincing 
Tambak 

Lahan 
Terbangun 

20.88 

Tambak 
& Rawa 

Sungai 53.2 

Total Perubahan Lahan 401.28 

 

 Pemanfaatan ekosistem lahan basah, seperti 

tambak dan rawa, yang menghasilkan nilai ekonomi 

langsung lebih diutamakan dibandingkan fungsi 

ekosistem mangrove yang memiliki nilai tidak 

langsung tinggi, seperti mitigasi bencana dan 

pengaturan iklim. Padahal, optimalisasi ekosistem 

bakau di wilayah pesisir yang tersisa dapat 

memberikan nilai ekonomi yang signifikan, baik 

melalui peningkatan hasil tangkapan perikanan, 

pariwisata, maupun layanan lingkungan. 

Pengelolaan bakau secara berkelanjutan dapat 

menghasilkan keuntungan ekonomi jangka panjang 

yang jauh lebih besar melalui peningkatan kualitas 

lingkungan yang mendukung keberlanjutan 

ekonomi lokal. 

Pengamatan juga mengungkap bahwa 

dominasi alih fungsi lahan untuk kepentingan 

pemukiman dan industri mewah di pesisir DKJ 

menimbulkan trade-off yang mengorbankan 

ketahanan pesisir. Infrastruktur keras seperti 

tanggul dan pompa laut digunakan untuk 

melindungi aset ekonomi ini, namun solusi ini 

cenderung menghasilkan biaya ekonomi yang besar 

akibat kerusakan lingkungan laut, gangguan arus 

laut, dan penurunan kualitas air yang pada akhirnya 

merugikan sektor ekonomi lainnya seperti 

perikanan dan pariwisata. Pendekatan kebijakan 

ekonomi kelautan berbasis spasial ini harus 

mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat 

ekonomi jangka pendek dengan biaya jangka 

panjang dari degradasi lingkungan. 

Kebijakan penggunaan alokasi dana secara 

tepat untuk pemulihan dan pemanfaatan ekosistem 

lahan basah, terutama bakau, dapat meningkatkan 

nilai ekonomi wilayah pesisir secara berkelanjutan. 

Hal ini tidak hanya berdampak pada pengurangan 

risiko bencana dan peningkatan kualitas 

lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang 

ekonomi baru dalam sektor-sektor terkait seperti 

perikanan, pariwisata, dan jasa lingkungan, yang 

akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka 

panjang.  

Rekomendasi 

Penerapan ekonomi berbasis spasial dapat 

diterapkan oleh pemerintah dan organisasi 

turunannya sebagai strategi pengelolaan ekosistem 

lahan basah lestari dengan rekomendasi sebagai 

berikut: 

1. Kebijakan lingkungan di DKJ harus 

mengintegrasikan keseimbangan antara 

ekologi, ekonomi, dan sosial melalui penerapan 

zonasi kawasan pesisir yang berbasis pada 

fungsi ekosistem. Ini dapat dicapai dengan 

menetapkan kawasan perlindungan 

lingkungan, seperti area bakau dan lahan basah, 

yang diprioritaskan untuk konservasi, serta area 

yang dialokasikan untuk pengembangan 

ekonomi berkelanjutan seperti ekowisata dan 

perikanan ramah lingkungan. Keberhasilan 

kebijakan ini dapat diukur melalui indikator 
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seperti peningkatan luas kawasan konservasi, 

peningkatan kualitas air laut, dan pertumbuhan 

sektor ekonomi berkelanjutan yang terkait 

dengan pemanfaatan ekosistem; 

2. Memaksimalkan pemanfaatan lahan pesisir DKJ 

dapat dilakukan melalui ekosistem lahan basah 

yang memiliki nilai guna tidak langsung tinggi 

seperti bakau; 

3. Perencanaan dan pengelolaan ekosistem lahan 

basah di wilayah pesisir baru DKJ seperti lahan 

reklamasi sebaiknya juga mempertimbangkan 

perluasan lokasi ekosistem bakau. 

Kesimpulan  

Kebijakan pembangunan pesisir di negara-

negara berkembang, terutama Indonesia sebagian 

besar terfokus pada pertumbuhan ekonomi dari 

nilai guna langsungnya saja. Hal ini terlihat dari tren 

jenis ekosistem lahan basah di pesisir DKJ. 

Dampaknya, penggunaan LULC ekosistem lahan 

basah yang terus menurun. Oleh karena itu, 

diperlukan strategi pengelolaan lebih lanjut melalui 

metode ekonomi berbasi spasial dengan 

mempertimbangkan keseimbangan antara ekologi, 

ekonomi, dan sosial. Harapannya, pembangunan 

pesisir DKJ akan berlangsung secara berkelanjutan 

melalui penataan ekosistem lahan basah yang 

optimal. 
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